
GUBERNUR LAIVIPI.TNG

PERATT'RAN GI'BERITI'R LAMPUIYG
NOMOR :z TAHLTI{ 2019

TEI{TANG

PENDELEGASIAIT WEMEITAIiG DAIT PEMBERIAf, I(UASA UEI{AI|DATAI|GAITI
IIEPITN'SAIT DAr ST'RAT-SI'RAT DI BIDAI{G IITPEGAWAIAIY

DENGAN RAHMAT TUHAIY YAI|G MAHA F^SA

GIIBERNI,IR LAMPUNG,

Menimbang

Mengingat

a.

b.

c.

1.

2.

3.

4.

bahwa dalam rangka efektifitas dan percepatan tugas dibidang
kepegawaian, perlu Pendelegasian Wewenang dan Pemberian
Kuasa Menandatangani Keputusan dan Surat-Surat di Bidang
Kepegawaian;

bahwa Peraturan Gubemur Nomor 31 Tahun 2017 tentang
Pendelegasian Wewenang dan Pemberian Kuasa
Menandatangani Keputusan dan Surat-Surat di Bidang
Kepegawaian tidak sesuai lagi dengan kondisi saat ini sehingga
perlu diganti;

bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud
pada huruf b tersebut diatas, perlu menetapkan kembali
Peraturan Gubernur tentang Pendelegasian Wewenang dan
Pemberian Kuasa Menandatangani Keputusan dan Surat-Surat
di Bidang Kepegawaian;

Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1964 tentang Penetapan
Peraturan Pemerintah Pengganti UndanyUndang Nomor 3
Tahun 1964 tentang Pembentukan Daerah Tingkat I Lampung
dengan mengubah Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1959
tentang Pembentukan Daerah Tingkat I Sumatera Selatan
(tembaran Negara Republik Tahun 1964 Nomor 8) menjadi
Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
1964 Nomor 95, Tambahan kmbaran Negara Republik
Indonesia Nomor 2688);

Undang-undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil
Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014
Nomor 6, Tambahan l.embaran Negara Republik Indonesia
Nomor 5494);

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2Ol4 tentang Pemerintahan
Daerah sebagaimana diubah beberapa kali terakhir dengan
UndanyUndang Nomor 9 Tahun 2015 (kmbaran Negara
Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 5679);

Undang-Undang Nomor 3O Tahun 2014 tentang Administrasi
Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2014 Nomor 292, Tambahan l€mbaran Negara Republik
Indonesia Nomor 5601);
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Peraturan Pemerintah Nomor l0 Tahun 1983 tentang Izin
Perkawinan dan Perceraian Bagr pegawai Negeri Sipil
sebagaimana telah diubah dengan peraturan pemerintah
Nomor 45 'fahun 1990 (kmbaran Negara Republik Indonesia
Tahun 1990 Nomor 61, Tambahan kmbaran Negara, Nomor
3a2al;

Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2Ol7 tentang
Manajemen Pegawai Negeri Sipil (lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2017 Nomor 63, Tambah an kmbaran
Negara, Nomor 6037);

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor g0 Tahun 2015
tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah sebagaimana
telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor
l2O Tahun 2018 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun
2018 Nomor 157);

Peraturan Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor 24 Tahun
2O17 tentang Tata Cara pemberian Cuti pegawai Negeri Sipil
(Berita Negara Republik Indonesia Tahun 20l7 Nomor 1g61);
Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 8 Tahun 2016
tentang Pembentukan dan Susunan Organisasi dan perangkat

laerah Pro-vinsi Lampung sebagaimana telah diubah den-gan
Peraturan Daerah Provinsi l,ampung Nomor lZ Tahvrr 2Ol7
(Iembaran Daerah Provinsi Lampung Tahun 2017 Nomor 17,
Tambahan lembaran Daerah Provinsi Lampung Tahun 2017,
Nomor 472);

8

9

Menetapkan

ME}IUTIISKAIT:

PERATT'RAIT G['BERI[I'R TEI{TAITG PENDELFGASIAN
WTWETAITG DAII PEUBERIAI| KT'ASA UENAITI}ATANGAITI
rEFT'TUSAIT I'AIT SIIRAT.SI'RAT DI BIDAITG KEPFI}AWAIAIT.

BAB I
ITETEIITUAI{ I'UUM

Pasal I
Dalam Peraturan Gubernur ini, yang dimaksud der.gan:

Daerah Proyinsi Lampung
yang selanjutnya disebut

1 Pejabat Pembina Kepegawaian
adalah Gubernur Lampung
Guber:nur.

2. Pejabat Pendelegasian Wewenang adalah pelimpahan atau
kewenangan dari Gubernur Lampung -kepada 

pejabat
strulrtulal di lingkungan pemerintah novinsi 

-f,ampung- 
atas

nama jabatannya sendiri menandatangani keputusan di 6idang
kepegawaian.

3. Pejatrat Pemberi Kuasa adalal Gubernur.
4. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah provinsi l,ampung.
5. Badan Kepegawaian Daerah yang selanjutnya disingkat BKD

adalah Badan Kepegawaian Daerah provinsi t^ampungl

rl

7.
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4"p"ta Badan Kepega.vzaian Daerah adalah Kepaia Badan Kepegawaian Daerah
Provinsi I-ampung.

Kepala Perangkat Daerah adalah Kepala perangkat Daerah di lingkungan
Pemerintah Provinsi La:rrpung.

Kepala Bidang adalah Kepala Bidang di lingkungan Badan Kepegawaian
L)aerah Provinsi Lampung
Pejabat yang diberi delegasi wewenang menetapkan pengangkatan,
pemindahan dan pemberhentian pegawai Negeri sipi dan kuisa untuk
merandatangani keputusan di bidang kepegawaian adalah pejabat strulrtural
di lingkurrgan Pemerintah Provinsi ta.mpung.
calon Pegau'ai Negeri sipil yang selanjutnya disingkat cpNS adalah calon
Pegawai Negeri Sipil Daerah provinsi Lampung.

l:qry"i Negeri Sipil yang selanjutnya disingkat pNS adalah pegawai Negeri
Sipil Daerah Provinsi l,ampung.

Pendelegasian wewenang adalah pelimpahan atau kewenangan dari Gubernur
Lampung kepada pejabat str.ri<tu'al di lingkungan pemerintah provinsi
la'mpung atas nama jabatannya sendiri menandatangani keputusan di bidang
kepegawaian.

Pemberian kuasa adalah pembeian kuasa kepada pejabat struktural di
lingkungan Pemerintah Provinsi l*impung atas nama Gubernur untuk
menandatangani keputusan atau surat-surat di bidang kepegawaian.

-3-

BAB II
PEXTDELFEASIAfr WEWE'ITAITG

10.

11.

12.

13.

Pa sal 2

Pejabat pendelegasian wewenamg memberikan kewenangan kepada wakil Gubemuruntuk menetapkan keputusan dan atau mengeluarian sirat-surat di bidangkepegawaian gsfuagaimana dimaksud pada k6lom 3 Lampiran 
-i 

peraturan
Gubernur ini.

Pasal 3

Pejabat pendelegasi wewenang memberikan kewenangan kepada Sekretaris Daerahuntuk rnenet.pkan keputusan dan atau mengeruarkan surat-surat di bidang
lepegawaian sebagaimana dimaksud paoa kolom a i^ampiran 

-f 
peraturan

Gubernur ini,

Pasal 4

P_qjabat pendelegasi wewenang mernbe rikan kewenangan kepada Kepala BadanKepegawaian Daerah untuk menetapkan keputrrsan dan atau mengeluirkan surat-
lurat di bidang kepegawaian sebagaimana dimalsud pada koloir s t ampiran rPeraturan Gubemur ini.

Pasal 5

Pejalat pendelegasi wewenang memberikan kewenangan kepada Kepala Bidangu,tuk menetapkan keputusan dan atau mengeluarfan su'rat-surJ di bidani
kepega.waian sebagaimana dimalsud pada kolom? Lampiran I peraturan Gubernur
ltu-
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Pasal 6

Pejabat pendelegasi wewenang memberikan kewenalgan kepada Kepala organisasi
Perangkat Daerah untuk menetapkan keputusan dan atau mengeluarkan surat-
surat di bidang kepegawaian sebagaimana dimaksud pada kolom 7 Lampiran I
Peraturan Gube,rnur ini.

Pasal 7

Pelaksa-naan kewenangan yang dilimpahkan oleh pejabat pendelegasi wewenang
sebagaimana dimaksud dalorn Pasal 2, Pasal 3, Pasal 4, pasal 5, dan pasat 6
bertindak atas nama jabatannya sendiri dan tidak atas nama pejabat yang memberi
kewenangan.

BAB III
PWBERIAIT KUASA

Pasal 8

Pejabat pendelega.si wewenang memberjl<al kuasa kepada sekretaris Daerah untuk
menandatangani keputusan dan arau surat-surat di bidang kepegawaian
sebagairnana dimaksud pada kolom 2 la.mpiran II peraturan Gubernur ini.

Pasal 9

Pejabat Jrendelegasi wewenang memberikan kuasa kepada Kepala Badan
Kepegawaian Daerah untuk menandatangani keputusan dan atau surat-surat di
bidang kepegawaian sebagaimana dimakaud pada kolom 3 l,ampiran II peraturan
Gubernur ini.

Pasal 1O

Pejabat pendelegasi wewenang membenkan kuasa kepada Kepala organisasi
Perangkat Daerah untuk menandatangani keputusan dan atau surat - surat di
bidang kepegawaian sslagaiman4 dimaksud pada kolom 4 Lampiran II peraturan
Gubemur ini.

Pasal 11

Pelaksanaan Pemberian Kurasa yang dilirnpahkan oleh pejabat pemberi Kuasa
selagairnana dimaksud daram pasal g, pasal 9, dan pasal 10, bertindak atas namajabatannya sendiri dan tidak atas nama pejabat yang memberi kuasa.

BAB IV

K TENTUAIT L/\IN-LAIN

Pasal 12
'1) Kewenangan dan kuasa <ii bidang kepegawaian yang tidat< tercantum daramPeratura, ini tetap menjadi kewenangan pejabat yang berwenang berdasarkan

Peraturan Perundang-Untlangan yang berlaku.
Pejabat yang diberi kuasa untuk menandatangani keputusan dan atau surat-surat di bidang kepegawaian sebagaimana aimarcua dahm peraturan initidak dapat melimpahkan kewenangan/kuasa dimaksud kepada pejabat lain.

(2t
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3) Pendelegasian kewenangan dan pemberian kuasa yang telah diatur dalam
Peraturan ini apabila bertentangan dengan peraturan yang lebih tinggi, maka
pelaksanaannya berpedoman kepada aturan yang lebih tinggi tersebut.

(4) Pejabat yang diberi wewen€urg dan Pejabat yang diberi kuasa sebagaimana
dimaksud dalam Peraturan ini, wajib melaksanakan dan melaporkan
pelaksanaannya paling la:rna 7 (tujuh) hari secara tertulis kepada Gubernur.

BAB V
PENUTT'P

Pasal 13

\- Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan
Gubemur ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Provinsi l.ampung.

Ditetapkan di Telukbetung

Pada tanggal 28 November 2019

GI'BERIYI'R I,AUPUNG,

ARINAL DJUNAIDI

Diundangkan di Telukbetung
pada tanggal 28 Nov ber 2019

ttd

DAERAII PROVITSI LAMPUNG,

trd

ITLTAHRIZAL DARMII{TO MA
Pembina Utama Madya

NIP. 1964r021 199003 1008 zl:I.FII(AR. SH., MH.
Pembinr Utams Muda

NIP, 19680428 199203 I 003

Salinan se
KEPAI.A B

dengan aslinya
OIIUKUM,

BERITA DAERAH PROVINSI LAMPUNG TAHUN 2019, NOMOR : 57

Pada saat Peraturan ini berlaku, maka Peraturan Gubernur La.mpung Nomor 31
Tahun 2Ol7 tentang Pendelegasian Wewenang dan Pemberian Kuasa
Menandatangani Keputusan dan Surat-Surat Di Bidang Kepegawaian (Berita
Daerah Provinsi l,ampung Tahun 2017 Nomor 31) dicabut dan dinyatakan tidak
berlaku lagi.

Pasal 14
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I..A,MPIRAN I PERATURAN GUBERNUR LAMPUNG
NOMOR 157 TAHUN 20 19
TANGGAL :28 November 2019

XEWEI{ATGAI'I PE'A8AT PF-'"PINA XEPEGAWAIAT{ DAERAII PROVINAI LAUPUNO DI EIDAITO
KEPDGAWAIAN YANG DIDELEIGASIIIAT{

NO GUBERNUR WAKIL
GUBERNUR

SEKRE"TARIS
DAERAH KEPALA BKD KEPALA

BIDANG

1 a. Penetapan
Pengangkatan
CPNS

Salinan
Petlka n
Keputusan
tentang
Penetapan
Pengangkata:r
CPNSD

b. Penetapan
Pengangkatan
CPNS menjadi
PNS

. Salinan dan
Petikan
Kepu'rusan
tentang
Penetapan
Pengangkatan
CPNSD menjadi
PNS

2 Menandatalgani
Penetapan
Pemindahan PNS
a Dari Provinsi
. Lampung ke

Kabupaten /
Kota dalam
Provinsi
Lampung dan
sebaliknya

b Ant6r
, Organisasi

Perangkat
Daerah di
lingkungan
Pemerintah
Prorrinsi
Laopung.

c An'ar
. Kabupaten/

Kota dalnm
Provinsi
Lampung

Surat pengantrr
usul dan nota
usul kenaikan
pangkat bagi PNS
Gol. IV/c keatas
di Lingkungan
Pemerintah
Provinsi Lampung
dan Kabupaten/
Kote

Surat pengantar
usul dan nota
usul kenaikan
pangkat bagi
PNS Gor. IV/b
kebawah di
Lingkungan
Pemerinta.ll
Provinsi dan
PNS Gol IVla sd
Nlb
Kabupaten/
Kota

4 Penetapan
Penyesuaian
Masa Kerja PNS.

KEPALA
ORGANISASI
PERANGKAT

DAERAH1 lt .' I
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KEPALABKD KABID
BKD

Kenaikan

Grji Berkala

PNS yang

bcrpangkat

Juru Tingkat

I Golongan

IUd ke

bawah

Peoaapan Kenaikan
Pangkat bagi PNS yang

berpangkar Pembina

Gol. IV/a kc aas di
linghrngan Pemerintah

Provinsi Lampung daa

Kabupate Kota

Surat pengantar usulan

Peningkstan

PeMidik,n b8gi PNS

Golongan IV/c ke atar

Ud ke bawah

Tingkat I

Kenaikan Gaji

Berkala PNS yang

berpangkat

Golongan IIVa
s.d. rv/b

Sufat pergartar

usulan

Peninetaran

Pendidikan bagi
PNS Golongan

IVb ke bawah

Penetapan
Peningkatan
Pendidikan bagi
PNS Golongan
IV/b ke bawah

Pcnctapan

Kenaikan pxngkat

bagi PNS yang

Pengatur Muda

Golongan ILra s.d.

Penata Tingl'at I
Golongan IIVd

Kenaikan Gaji

Berkala PNS yang

berpangkat

Pembina Utama

Muda Golongan
IV/c kc aas

Penetapan

Kenaikan Pangkat

bagi PNS yang

berpangk* Juru

9 Keputusan

rcmary
Pemberian izin

belajar PNS yang

mengrkuti

program

pendidikan S1

kebawah setelah

mendapat

Persetujuan
Gubemur

Surat perintsh
untuk mengikuti
Diklal
TekniVDiklat
Fungsional.

Sur* Tanda Lulus
IJjian Dinas dan

Itrian
Penyesaian
Kenaikan PaugksJ

6

'l

8 Penetapan Peningkatan
Pendidikan bagi PNS
Golongan IV/c ke atas

SuId p€rintah uxtuk
mergikuti Diklatpim
TK. I

ll

NO GUBERNLM WAKIL
GIJBERNUR

SEKRETARIS
DAERAI1

KEPALA
ORG{NISASI
PERANGKITT

DAERAH
I 3 5 6 7
5.

KeF-rhrsan

terfi8ng

Pemberian izin
belajar PNS yang

menaikuti

program

pendidikan 53

dan 32 setelah

mendapat

pers€firjuan

Grbernur

10. Suat perintah
urtuk mengikuti
Diklat hqiabatar',
Diklatpim Tk. tr,
Itr dan I!'
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Keputusan
tentang
Penycsuaian
Jenjang Jabatan
Fungsional
Madya di
Lingkungan
Provinsi
Lampung

Keputusan
tent?,ug
Pengangkatan,
Pemindahan dan
Pembcrhentian
PNS dql-rh dan
dari Jabatan
Pimpinan Tinggi
Pratama,
Administrator
dan Pengawas di
Lingkungan
Pemerintah
Provtrsi
Lampung

Surat Periltah
Pelalsana Tugas
(Plt) dan Surat
Perintah
Pelaksana Harian
(Plh) bagi Pejabat
Pimpinan Tinggi
Pra.tama di
Lingkungan
Provinsi Lampung

12.

13.

Salinan, Petikan
dan SPP
Keputusan
tentang
Pengangkatan,
Pemindahan dan
Pemberhentr an
PNS dalam dar.
dari Jabatan
Pimpinan Tinggi
hatama di
Lingkurrgan
Pemerintah
Provinsi
Lampung

Salinan, Petikan
dan SPP
Keputusan
tentang
Pengangkatan,
Pemindahan
dal
Pemberhentian
PNS dalam dan
dari Jabatan
Administrator
dan Pengawas
di Lingkungan
Pemerintah
Provinsi
Lampung

Surat Perintah
Pelaksana T\rgas
(Plt) dan Surat
Perintah
Pelaksana llarian
(Plh) bagi Pejabat
Administrator di
Lingkungan
Provinsi
l,ampung

Surat Perintah
Pelaksana
Tugas (Plt) dan
Surat Perintah
Pelaksana
Harian (Plh)
bagi Pejabat
Pengawas di
Lingkungan
Provinsi
Lampung

Kep utusan
tentar)g
Pengangkatan,
Pemindahan dan
Pemberhentian
PNS dalam dan
dari Jabatsn
Fungsional di
Lingkungan
Pemerintah
Provinsi L€mpung

14. Salinan, Petikan
dan SPP
Keputusan
tentang
Pengangkatan,
Pemindahan
darr
Pemberhentian
PNS daram dan
dari Jabatan
F\ rngsional
Pemula/ Pelaksa
na Pemula
sampai dengan
jenjang Madyadi
Lingkungan
Pemerintah
Provinsi
Lampung

Salinan dan
Petikan
Keputusan
tentang
Penyesuaian
Jenjang Jabatan
Fungsional
Madya di
Lingkungan
Provinsi
Lampung

NO WAKIL
GUt]ERNIJR

SEKPETAzuS
DAERAH

KEPALA
BKD

KEPALA
BIDANG

KEPALA
ORGANISASI
PERANGKAT

DAERAH
1 3 1 5 6 7
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Keputusan
tentang
Penyesuaian
Jenjang Jabatan
fungsional
Pemula/ Pelaksa
na Pen: ula
sampai dengan
jenjang muda di
lingkungan
Pemerintah
Provinsi
Lampuug

Salinan dan
petikan
keputusan
tentang
penyesuian
jenjang
jabatan
fungsional
pemula,/pela
ksana
pemula
sampai
dengan
jenjang muda
di
lingkungan
Pemerintah
Provinsi
La.mpung

17. Penetapan
Angka Kredit
(PAK) basi
Pejabat
Fungsional
yang masih
menjadi
kewenangan
daerah di
Lingkungan
Pemerintah
Provinsi
Lampung
(sesuai aturan
masing-masing
jabatan
fungsional)

Surat Perintah
Tugas Tim
Penilai Angka
Kredit Jabatan
Fungsional di
Lingkungan
Pemerintah
Provinsi
la,mpung

19. Penetapan
keputusan bebas
tugas dalam
masa persiapan
pensiun PNS
yang beryangkat
Pembina Gol.
IV/a ke atas

Penetapan
keputusan bebas
tugas dalam
masa persiapan
pensiun PNS
yang berpangkat
Penata Muda Gol.
III/a s/d Penata
Tingkat I Gol.
III/d setelah
mendapat
persetujuan
Gubemur

Penetapan
keputusan
bebas tugas
dalam masa
persiapan
pensiun PNS
yang
berpangkat
Fengatur
Tingkat I Gol.
II/d kebawah
s€telah
mendapat
persetujuan
Gubernur

NO GUBERNUR WAKIL
GUBERNUR

SEKRETARIS
DAI'RAH

KEPALA
BKD
tl

KEPALA
BIDANG

KEPALA
ORGANISAST
PERANGKAT

DA.ERAH
1 I 5 6 7
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20.

21.

Surat (pengarltar)
usul
pemberhentian/
pensiun PNS
yang JPT Madya
dan Pratama dan
Jabatan
Fungsional
Keahlian Urarna

1. Pemberian
cuti
bagi Pejabat
Tinggi Madya

2. Pemberian
Cr:ti di
luar
Tanggungan
Negara bagi
seluruh PNS

Pemberian
Cuti yang
akan
dijafankan
di dalam
negeri bagi
Pejabat
Pimpinalr
TinSg1
F]ratatna
berupa:
- Cuti

Tahunan
- Cuti Besar
- Cuti Sakit
- Cuti

Melahirka
n

- Cuti
Iaarena
Alasan
Penting

3. Pemberian
Cuti
yang akan
dijalankan di
Luar
Negeri.bagi
seluruh ' r,Syang
berupa :

- Cuti
Tahunan

- Cuti Besar'
- Cluti Sakit
- Cuti

Melahirkan
- Cuti Ihrena

Ala san
Penting

Surat (pengantarJ
usul
pemberhentian/
p€nsiun PNS
yang berpangkat
Pembina Tingkat
I (IVlb) ke atas

(pengantar) usul
pemberhentian/
pensiun PNS
yanE
berpangkat
Pembina (IV/a)
ke bawah

Surat

Pemberian Cuti
yang akan
dijafankan di
datam negeri bagi
Pejabat
Administrator
berupa :

- Cuti Tahunan
Iebih dari 3 hari

- Cuti Besar
- Cuti Sakit lebih

dari 3 hari
- Curi

Melahirkan
- Cuti karena

Alasan Penting

1. Pemberian
Cuti yang
akan
dijalankan
di dalam
negeri bagi
Pejabat
Pengawas
dan Pejabat
FL'.ngsional
Gol. III dan
lV berupa :

- Cuti
Ta-runan
lebih dari 3
hTi

- Cuti Besar
- Cuti Sakit

lebih dari 3
hari

- Cuti
Melahirkan

- Cuti karena
Alasan
Penting

2. Pemberian
Cuti yang
al€n
dlialankan
di dalam
negeri bagi
Pejabat
Pelaksana
dan Pejabat
Fungsional
Gol II
berupa:
- Cuti Sakit

L€bih dari
14 hari

- Cuti Besar

1. Pemberian
Cuti yang
akan
dijalankan di
dalam negeri
bagi Pejabat

Administrator,
Pejabat
Pengawas,
Pejabat
Fungsional
berupa :

- Cuti
Tahunan
I s/d 3 hari

- Cuti Sakit
1 s/d 3 hari

2. Pemberian
Cuti yang
akan
dijafankan
di dalarn
negeri bagi
Pejabat
Pelaksana
dan Pejabat
Fungsional
Golongan II
berupa:
- Cuti
Tahunan

- Cuti Sakit
1 s/d 14
hari.

- Cuti
Melahirkan
- Cuti

Karena
Alasan
Penting

Surat usul
pemberian
Tanda
Kehormatan
Satya Lancana
Karya Satya
(SLKS)

F

CUBERNUR
II/AKIL

GUBERNLIR
SEKRETARIS

DAERAH
KEPAI.A
BKD

KEPALA
BIDANG

KEPALA
ORGANISASI
PERANGKAT

DAERAH
2 t 5 6
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NO GUBERNUR
WAKIL

GUBERNUR
SEKRETARIS

DAERAH
KEPALA
BKD

KEPALA
BIDANG

KEPAI,A
ORGANISASI
PERANGKAT

DAERAH

I 2 4 5 6 7
Pengambila!
sumpal dan janji
CPNS

Pengambilan
sumpal darr
janji CPNS

GUBERNUR LAUPUIYG,

rtd

ARINAL DJUI{NDI

'ffil,xfrffiran:,.
,K

ZTIL.FIKAR SII.. MII.
remDlna Utsmr Muda

NrP. t9680428 t 99203 I 003
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LAMPIRAN II PERATURAN GUBERNUR LAMPUNG
NOMOR : TAHUN 2019
TANGGAL : 20t9

KEPEGAWAIAN YANG DIBERIXAX KTIAAA

NO SEKRETARIS DAERAI{ KEPALA BKD

2

Negeri/ Kantor Regional BKN hal mutasi
PNS antar Kabupaten/Kota dalam 1
(satu) Provinsi, Mutasi pNS dari proyinsi
ke Kabupaten/Kota dala.m satu
provinsi, mutasi pNS antsr Kabupaten/
Kota antar Provinsi dan antar
Kabupaten/ Kota ke Instansi pusat

Surat pengantar ke Kementerian Dalam

KEPALA
ORGANISASI
PERANGKAT

DAERAH

tasi dari

par.gkat

tSura tasnpermin uanperse tuj
um SPN Kabu ten I(otapa

Instansi Pu tsa ke Provin sl La:apung
dart SEbaliknya dengan

Iv a keatasGolongan b(beserta anja
dan ABK)

Lampung dan sebalilmya dengan
pangkat Golongan III/d keatas (beserta
ar,jab dan ABK)

taa-r tasi
dari

Proviasi

uraS t permin uan mupersetuj
SPN Kabu Kota Instansipaten
satPu antar keProvinsi
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4 uaian Masa Keda PNS.

gaw Suami
tSu.ra tar u ulSpengan Peneta( Kartu) pan

Pe an IKartu stri Kartu KPE

Usul Penyes

IV/b di lingkungan Pemerintah
Lampung dan Kabupaten/ Kota

Petikan Kenaikan Pangkat

Provinsi

Satinan dan
SPN bebagr t IGo I ayang s drpangka

tentang Usulan Pemberhentian dan
Pengangkatan PNS dari dan dalam
Jabatan Pimpinan Tinggi, Jabaran
Administrator, Jabatan Pengawas
dan Jabatan Fungsional Tertentu di
Lingkungan Pemerintah Provinsi
Lampung dan Kabupaten/ Kota
se-Provinsi [annpung
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Surat Pengan tar ke PemerintahSLrrat Pengantar ke Kemendagri

Persetujuan Menjadi Panitia Seleksi

Keputusan tentang Pemberian tugas

Salinan dan Petikan Peningkatan
Pendidikan bagi PNS Golongan IV/b ke
bawah

Kabupaterr/Kota terrtang Surat Jawaban
dari Pemerintah Pusat,

di lingkungan Pemerintah
Kabupaten/ Kota se-Provinsi
Iampung

belajar PNS yang mengikrrti
perrdidikan di dalnm negeri dan luar
negeri setelah mendapat
persetujuan Gubernur

Keputusan tentang Pencabutan
tugas belajar PNS yang mengiktrti
pendidikan di dala'n negeri dan luar
nege- i
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NO SEKRETARIS DAERAH KEPALA BKD

KEPALA
ORGANISASI
PERANGKAT

DAERAH
1 2 3 4

11. Pemberian/ Penolakan izin
perkawinan lebih dari seorang dan
izin perceraian bagi PNS
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